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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penegakan hukum dengan 

pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku perkara penganiayaan di 

Kejaksaan Negeri Ende yang dilihat dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ende telah 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 

2020, khususnya pada tindak pidana ringan seperti penganiayaan. 

Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan substansi dan 

konsistensi, karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada 

terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga pada kesediaan korban 

untuk berdamai dan pertimbangan terhadap keadilan substantif serta 

kondisi psikososial korban, seperti yang terlihat pada perbedaan hasil 

dalam kasus Winda Dewanti dan Rustam Efendi. Sehingga kasus yang 

terdapat dalam perkara Winda Dewanti berhasil di damaikan melalui 

Keadilan Restoratif sedangkan perkara Rustam Efendi harus dilimpahkan 

ke Pengadilan untuk di sidangkan. 

2. Perbedaan atau inkosistentsi dalam penerapan keadilan restoratif 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan pemahaman jaksa 

terhadap konsep restorative justice, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, 
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beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, kepentingan institusional 

kejaksaan, penolakan korban, intervensi pihak luar, kurangnya dukungan 

masyarakat, ketiadaan mediator profesional dan standar baku penilaian 

perkara, serta belum adanya mekanisme pengawasan independen yang 

menyebabkan potensi pengabaian hak korban dalam praktik restorative 

justice. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menyarankan Guna meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Kejaksaan 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, maka diperlukan beberapa 

langkah strategis yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Kejaksaan Negeri Ende perlu memperkuat kapasitas internal dengan 

memberikan pelatihan teknis dan sosialisasi mendalam kepada seluruh 

jaksa terkait konsep, prinsip, dan penerapan keadilan restoratif. Pelatihan 

ini harus menekankan pentingnya pendekatan substantif yang berpihak 

kepada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku secara 

menyeluruh. 

2. Diperlukan pengembangan mekanisme pengawasan independen dan 

evaluasi yang objektif dalam proses mediasi, termasuk kehadiran 

mediator profesional untuk mendampingi proses restorative justice. Hal 

ini penting agar proses perdamaian benar-benar bebas dari tekanan, 

intimidasi, dan pengaruh relasi kuasa. 
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3. Perlu dilakukan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat terkait 

prinsip dan tujuan keadilan restoratif agar masyarakat tidak hanya 

menuntut hukuman bagi pelaku, tetapi juga memahami nilai pemulihan, 

rehabilitasi, dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. 

4. Kejaksaan perlu membangun sistem pendukung yang lebih baik dalam 

hal manajemen perkara, termasuk alokasi waktu, beban kerja, dan tenaga 

ahli yang memadai, agar proses restorative justice dapat berjalan secara 

efektif dan tidak menjadi formalitas administratif semata. 

5. Pemerintah atau Kejaksaan Agung RI sebaiknya merevisi dan 

melengkapi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan 

pedoman teknis yang lebih rinci, termasuk standar baku untuk menilai 

keikhlasan perdamaian, kesiapan psikologis korban, dan itikad baik 

pelaku, serta memperkuat kerangka hukum terhadap intervensi pihak luar 

yang mengancam keadilan substantif korban. 
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